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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya 

dengan perkenan dan Ridho-Nya Laporan mengenai Forum Konsultasi Publik 

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Bantul tahun 2022 - 2026 dapat disusun. Forum Konsultasi Publik yang 

melibatkan komponen akademisi, asosiasi, masyarkat dan tokoh masyarakat 

merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul mendorong partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat ini 

ini menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah 

Kabupaten Bantul. Pemerintah selalu berusaha untuk mewujudkan harapan 

dan tuntutan masyarakat yang terlibat secara langsung menyusun rencanaa 

pembangunan di Kabupaten Bantu 5 tahun ke depannya. 

 Forum Konsultasi Publik ini merupakan sarana antara pemerintah dan 

komponen masyarakat untuk saling memberikan masukan yang konstruktif 

terhadap arah pemangunan 5 tahun ke depan.. Kegiatan ini merupakan 

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara  

Pelayanan Publik.  

 Hasil dari Forum Konsultasi Publik ini dimaksudkan menampung dan 

mengakomodasi kepentingan masyarakat terlibat secara aktif dalam 

penyusunan rencana pembangunan. Dari beberapa saran, masukan dan 

koreksi kemudian dikombinasikan dengan visi Kabupaten Bantul 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan 

berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang 

ber-Bhinneka Tunggal Ika” akan disusun Peraturan Daerah tentang RPJMD 

tahun 2022-2026. 

 Semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Bantul selaku penyelenggara pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya dan mencapai visi misi serta target pembangunan yang akan 

dicapai.  

          

                        Bantul,      November  2021 
                                                    Sekretaris Daerah 
                                                                                                      Kabupaten Bantul 
 
 
 
                Drs. Helmi Jamharis,MM 
                                      (Pembina Utama Madya, IV/d) 
                                 NIP: 196212081986031013 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga 

negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 

dalam kerangka pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang merupakan pedoman lebih lanjut tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik memberikan ruang untuk peran serta masyarakat 

pengguna layanan untuk aktif terlibat dalam upaya perbaikan layanan 

publik. Sesuai dengan Pasal (41) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2012, Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan 

pelayanan publik yang meliputi : 

1. penyusunan kebijakan pelayanan publik. 

2. penyusunan Standar Pelayanan. 

3. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

4. pemberian penghargaan. 

Dalam tataran kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik telah 

menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di pasal (4) 



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014, 

penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 

1. kepentingan umum; 

2. kepastian hukum; 

3. kesamaan hak; 

4. keseimbangan hak dan kewajiban; 

5. keprofesionalan; 

6. partisipatif; 

7. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 

8. keterbukaan; 

9. akuntabilitas; 

10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

11. ketepatan waktu. 

 
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhaan terhadap ketentuan  

Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan tahun 

2021 berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Penyelenggaraan FKP tahun 

2021 tahun 2021 beradaptasi dengan pandemi COVID-19 sesuai 

dengan anjuran pemerintah. Adaptasi penyelenggaraan antara lain 

rapat pertemuan diadakan kombinasi antara tatap muka dan zoom 

meeting atau online meeting. 

 

B. DASAR PELAKSANAAN 

Dasar  pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait dengan 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-

2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara  

Pelayanan Publik. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. TUJUAN 

a. Memperoleh saran masukan dari masyarakat, akademisi, 

asosiasi, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya 

tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022-2016. 

b. Memberi kesempatan kepada masyarakat KabupatenBantul 

ikut terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah 

secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Mendorong budaya partisipatif pada setiap elemen masyarakat 

dalam penentuan arah pembangunan 5 tahun ke depan. 

 

2. MANFAAT 

1) Menyelaraskan dokumen perencanaan pembagunan dengan 

mendengar partipasi semua komponen masyarakat. 

2) Memperoleh masukan dari publik terkait penyusunan dokumen 

perencanaan RPJMD. 

3) Mendorong budaya partisipatif masyarakat dalam setiap 

penyusunan sebuah kebijakan. 



4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan 

dokumen perencanaan. 

5) Sebagai media cek dan balance atas kebijakan yang akan disusun 

penyelenggara pemerintahan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

 

Forum Konsultasi Publik penyunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-

2026 diselanggarakan pada : 

Hari/Tanggal  : Kamis, 1 April 2021 

Pukul   : 12.00 WIB-selesai 

Tempat  : Zoom meeting 

Peserta  : -   Unsur Pemerintah daerah 

- Forkompinda (KODIM, POLRES) 

- Asosiasi Profesi 

- Asosiasi Pengusaha 

- DPRD 

- Tokoh Masyarakat 

- Karang Taruna 

- Akademisi 

 

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan melalui Focus Group Discussion 

(FGD) tematik.  Rundown acara disusun dengan urutan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun jalannya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai berikut : 

1. Pembukaan  

2. Menyanyikan Indonesia Raya 

3. Do’a 

4. Sambutan dan Pembukaan Bupati Bantul 

5. Paparan Narasumber 

6. Diskusi 

7. Penutup 

Tanggapan dan Saran Peserta Forum Konsultasi Publik Terlampir. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

 Kesimpulan dari Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 

2022-2026 adalah sebagai berikut : 

1. Melalui  Forum Konsultasi Publik masukan, usulan dan koreksi 

komponen masyarakat, akademisi dapat terakomodasi berdasarkan 

prioritas yang telah ditentukan, yang selanjutnya segera ditetapkan 

Pearturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

2. Tahapan-tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) sudah sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

3. Tujuan, Sasaran, Target dan program kegiatan pada draft dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah 

mengakomodasi visi misi Bupati Bantul.  

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah 

mengakomodasi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

urusan wajib yang tidak berhubungan dengan urusan urusan wajib 

dasar dan urusan pilihan. 

 

B. REKEMONDASI 

 

Rekomendasi terhadap draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 : 

1. Segera memasukan masukan, saran dan usulan dari peserta forum 

konsultasi publik. 

2. Segera menetapkan Peratuuran Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-

2026 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

1. Foto Dokumentasi Forum Konsultasi Publik 

2. SK Tim Penyusun RPJMD Tahun 2022 -2026 

3. Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik 

4. Daftar saran Masukan Peserta FKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO DOKUMENTASI FKP 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Link Video Forum Konsultasi Publik :  

https://www.youtube.com/watch?v=OXHUWUsFXcc&ab_channel=BAPPEDABantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXHUWUsFXcc&ab_channel=BAPPEDABantul


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.6 tahun 2021 
Tentang  

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUKTI DAFTAR HADIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUKTI SARAN MASUKAN PESERTA FKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


